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SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI
Teknisi Instalasi dan Aktivasi

Skema sertifikasi Okupasi Teknisi Instalasi dan Aktivasi adalah skema sertifikasi
Okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Telekomunikasi Digital Indonesia (LSP TDI) untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi
kompetensi kerja di LSP Telekomunikasi Digital Indonesia (LSP TDI). Kemasan
yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 101
Tahun 2018 tentang penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi Bidang Instalasi
Fiber Optik dan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi
Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perubahan Deskripsi dan Unit
Kompetensi Peta Okupasi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Bidang
Komunikasi, dan Bidang Telekomunikasi Tahun 2019. Skema sertifikasi ini
digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi
LSP Telekomunikasi Digital Indonesia (LSP TDI) dan memastikan kompetensi pada

jabatan Teknisi Instalasi dan Aktivasi.

Disahkan tanggal : 24 November 2020
Oleh ;
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Lingga Wardhana Wiryandaru Restiawan
Ketua LSP Ketua Komite Skema LSP
Telekomunikasi Digital Indonesia Telekomunikasi Digital Indonesia
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Nomor Dokumen : SKEMA-17/Teknisi Instalasi dan Aktivasi
Nomor Salinan 101
Status Distribusi

v | Terkendali
Tak Terkendali
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1. Latar Belakang

1.1.Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa
setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang
dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman
kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor
Telekomunikasi.

1.2.Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di
sektor Telekomunikasi yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa
yang akan datang.

1.3.Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.

1.4.Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan
dan pelatihan berbasis kompetensi.

1.5.Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional,
nasional dan internasional di sektor Telekomunikasi.

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi
2.1.Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang
kerja di sektor Telekomunikasi.
2.2.Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji
kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Teknisi Instalasi dan
Aktivasi.

3. Tujuan Sertifikasi
3.1.Memastikan kompetensi kerja pada jabatan Teknisi Instalasi dan Aktivasi.
3.2.Sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi
kompetensi.

4. Acuan Normatif

4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan.

4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang
Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik

4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

4.7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika.
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4.8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.

4.9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia.

4.10. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun
2018 tentang penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi
Bidang Instalasi Fiber Optik

4.11. Peta Okupasi Nasional Dalam Kerangka Kualifikasi Bidang Telekomunikasi
Tahun 2018 Nomor: 71/KOMINFO/BLSDM/KS.01.07/4/2018 yang disahkah
tanggal 25 April 2018

4.12. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharan Skema
Sertifikasi Profesi.

4.13. Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi Nomor 01
Tahun 2019 Tentang Penetapan Perubahan Deskripsi dan Unit
Kompetensi Peta Okupasi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK), Bidang Komunikasi, dan Bidang Telekomunikasi Tahun 2019.

5. Kemasan / Paket Kompetensi
5.1 Jenis Skema : KKN} / Okupasi / Klaster
5.2 Nama Skema : Teknisi Instalasi dan Aktivasi
Rincian Unit Kompetensi :

NO KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI

1 J.61IFO00.016.2 | Mengoperasikan OTDR (Optical Time Domain
' Reflektometer)

2 | J.61IFO00.013.2 | Memasang Konektor Fiber Optik

3 | J.61IFO00.008.2 | Memasang Kabel Fiber Optik Ruangan/Gedung

4 J.611IF000.002.2 | Menerapkan Prosedur Keselamatan dan
' Kesehatan Kerja (K3)

5 | J.61IFO00.004.2 | Membuat Laporan Tertulis

6. |J:61IFO00.012.2 | Mengoperasikan Power Meter

v J.61IFO00.014.2 | Melaksanakan Penyambungan Fiber Optik
' dengan Fusion Splice

3 J.61IFO00.015.2 | Melaksanakan Penyambungan Fiber
) Optik dengan Mechanical Splice
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6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

6.1. Memiliki ifjazah minimal SMK Teknik Telekomunikasi; atau

6.2.Memiliki ijazah minimal SMK Teknik Elektro atau Teknik Informatika atau
Teknik Komputer yang telah memiliki sertifikat pelatihan berbasis
kompetensi Teknisi Instalasi dan Aktivasi; atau
6.3.Tenaga kerja yang telah berpengalaman sebagai Teknisi Instalasi dan
Aktivasi dengan pengalaman minimal 1 tahun di jabatan tersebut.

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat
7.1.Hak Pemohon

7.1.1.

7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.

Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai
dengan skema sertifikasi.

Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.

Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.

Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.
Menggunakan untuk promosi diri sebagai profesi bidang Teknisi
Instalasi dan Aktivasi.

7.2.Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.2.1.
7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat
kompetensi.

Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan
adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi

8.1 Biaya sertifikasi kompetensi ditetapkan secara wajar, dengan
memperhatikan biaya langsung antara lain honor asesor dan biaya TUK,
biaya tidak langsung antara lain transportasi, akomodasi, dan biaya lain
yang diperlukan.
Struktur biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen dan administrasi
(pendaftaran).
Sumber dana pembiayaan sertifikasi dapat berasal dari peserta uji, industri,
Yayasan, APBD, APBN, dan biaya lain yang tidak mengikat.
Biaya sertifikasi Teknisi Instalasi dan Aktivasi sebesar Rp 2.500.000,- (Dua
juta lima ratus ribu rupiah).

8.2

8.3

8.4

9. Proses Sertifikasi
9.1.Proses Pendaftaran

9.1.1.

LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi
sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi,
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hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan
kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang
dilengkapi dengan bukti :
a. Pas foto 3x4
Foto copy KTP
Daftar Riwayat Hidup (CV)
Copy ijazah minimal SMK Teknik Telekomunikasi; atau
Copy ijazah minimal SMK Teknik Elektro atau Teknik Informatika
atau Teknik Komputer dan copy sertifikat pelatihan berbasis
kompetensi Teknisi Instalasi dan Aktivasi; atau
f. Copy Surat Keterangan Kerja sebagai Teknisi Instalasi dan
Aktivasi dengan pengalaman minimal 1 tahun di jabatan tersebut.
9.1.3.Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi
dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).
9.1.4.Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi
dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
9.1.5.LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta
sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema
sertifikasi.
9.1.6.Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta
sertifikasi.

©coooT

9.2.Proses Asesmen

9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk
menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah
dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi
untuk memastikan kompetensi.

9.2.2. LSP menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.

9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan
perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan
dan bukti tersebut akan dikumpulkan.

9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana
asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.

9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari
dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen
Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut
mencerminkan bukti yang diperlukan.

9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan
kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen /
uji kompetensi.




Skema Sertifikasi SKEMA- 17/Teknisi Instalasi dan
Teknisi Instalasi dan Aktivasi Aktivasi

9.3.Proses Uji Kompetensi

9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat
dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek
demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi
portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif,
serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.

9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang
ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP.

9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk
memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang
diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan
bukti VATM.

9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM
direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan
bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”.

9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan
rekomendasi kepada LSP.

9.4.Keputusan Sertifikasi

9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uiji

kompetensi mencukupi untuk:
a. mengambil keputusan sertifikasi;
b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.

9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim
teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan
informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji
kompetensi.

9.4.3. Tim teknis LSP yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus
memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses
sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah
dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP.

9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan
melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan
dibuat dalam Berita Acara.

9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP
berdasarkan bertia acara rapat tim teknis.

9.4.6. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang
ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang
ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan
masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.

9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
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9.5.Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang
sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.

9.5.2. LSP akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara
langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

9.5.3. LSP  Telekomunikasi Digital Indonesia akan memberikan
pemberitahuan tertulis kepada pemegang sertifikat berkaitan dengan
keputusan LSP Telekomunikasi Digital Indonesia untuk membekukan
atau pencabutan sertifikat sebelum habis masa berlakunya.

9.5.4. Pemberitahuan tersebut disampaikan kepada pemegang sertifikat
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum tanggal efektif
pencabutan.

9.5.5. Pemegang sertifikat dapat mengajukan keberatan secara tertulis
kepada LSP Telekomunikasi Digital Indonesia atas keputusan
pembekuan atau pencabutan tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh)
hari sejak tanggal surat pemberitahuan pembekuan atau pencabutan
sertifikat.

9.5.6. Apabila keberatan pemegang sertifikat tidak diterima, LSP Digital TIK
akan mengeluarkan surat pembekuan atau pencabutan secara resmi
dengan memberitahukan perihal pembekuan atau pencabutan
tersebut kepada pihak pemangku kepentingan terkait.

9.6.Surveilan Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

9.6.1. Pelaksanaan surveilan oleh LSP dimaksudkan untuk memastikan
terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.

9.6.2. Surveilan dilakukan secara priodik minimal sekali dalam satu tahun
setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.

9.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis logbook,
konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3,
kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan
untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat
kompetensi.

9.6.4. Hasil surveilan dicatat dalam data base pemegang sertifikat di LSP.

9.7.Proses Sertifikasi Ulang

9.7.1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang
untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan
minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

9.7.2. Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul
9.1.

9.7.3. Proses asesmen / uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai
klausul 9.2 dan 9.3.
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9.7.4.

Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai
dengan klausul 9.4.

9.8.Penggunaan Sertifikat
Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

9.9.

9.8.1.
9.8.2.

9.8.3.

9.8.4.

Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.
Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang
diberikan.

Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan
LSP dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh
LSP  dianggap dapat menyesatkan atau tidak  dapat
dipertanggungjawabkan.

Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat
dibekukan atau dicabut oleh LSP dan mengembalikan sertifikat
kepada LSP.

Banding

9.9.1.

9.9.2.

9.9.3.

9.9.4.

9.9.5.

9.9.6.

9.9.7.

LSP memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan
banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan
keinginannya.

Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi
ditetapkan.

LSP menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
LSP membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani
proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat
subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.

LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan
tidak memihak.

Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak
permohonan banding diterima oleh LSP.

Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.
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[6*] akan menjadi informasi /embrio judul unit kometensi pilihan.
[7°] oleh pemangku kepentingan.

Okupasi : Trgo2. TEKNISIINSTALASI & AKTIVASE

Okupasi: Teknisi Instalasi dan Aktivasi

DESKRIPSI Definisi [+*]:

Sescorang yang mempunyai kemarmpuan dalam melakukan pekerjaan instalasi,
penyambungan dan terminasi kabel fiber optik serta aktifasi jaringan Fiber Optik

Lingkup bidang Pekerjaan [2*]:
—  Melaksanakan pelerjaan instalasi kabel Fiber Optik

—  Melaksanakan pekerjaan terminasi kabel Fiber Optik
— Melaksanakan pekerjaan aktifasijaringan Fiber Optik

— Melaksanakan pekerjaan penyambungan kabel Fiber Optik

Fiber Optils.

Profil [3*]:
e Berintegritas.
e Selalubelajar (learning)
e Komunikatif
e Disiplin dan hati - hati.
o Selalumengikuti prinsip-prinsip standard prosedur operasi jaringan Fiber Optik.
L]

Selalu menjalankan standard prosedur pelaksanaan operasi perangkatjaringan

Tanggungjawab [4*]:

e Membuatlaporan dan loghook

e Melalukan pekerjaan instalasisesuai dengan petaas plandrawing
® Menentukanjadwal pengoperasian dan perawatan jaringan Fiber Optik

e Menerapkan prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Kerja (K3)

Wewenang (bilaada):
¢ Menentukanskalaprioritas pekerjaan

instalasi

e  Berkoordinasi dengan Officer Integration terkait perubahan jalur pemasangan

e Membuat komisioning dan uji terima terkait instalasi Fiber Optik

JENJANG PERSYARATAN MASUK/PERSYARATAN DASAR DAN
[JENJANG KARIR (bilaada):
Persyaratan Masuk:

s SMK/h

¢ Pengalaman sebagai Drafterselamaztahun

enjang Karir:

e Officer OSP/ISP Deployment

¢ Officer Integration

s Officer Field Operation Regional

TUGAS TUGAS UTAMA [5%]: Ketersediaan standar (SKKNI, SKKI, SKK)
Memasang kabel fiberoptic J.61lFQoo.008.2
ruangan/gedung
Mengoperasikan OTDR (Optical Time | |61[FOoo0.016.2
Dormain Reflectometer)
Memasang reflector kabel optic [.61IFOvo.013.2

Melaksanakan penyambungan fiber | [.6ilFOoo.014.2
opticdengan fusion splicer

Melaksanakan penyambungandengan | J.61lFOoo.015.2
mechanical splice

TUGAS KHUSUS[6*:

Menjalankan prosedur keselamatan J.61IFOo0.002.2

KOMPETENSI (SKKNI, | terdapat dalam SKKNIzo12-717 Telnisi Instalasi Fiber Optic
SKKIDAN/SKK)
{LAMPIRKAN)

dan Kesehatan Kerja
Membuat laporan tertulis J.61lFOo0.004.2
Mengoperasikan power meter J.61lFOoo.012.2
STANDAR Semua Kompetensi Umum, Kompetensi mti & Kompetensi khusus seperti yang




SERTIFIKAS! (Tuliskan
regulasi teknisnya}

Regulasi Teknis bentuk Penerapan Sertifikasi (Wajib | disarandcan--sularela)

¢ Pedoman Standard Kompetensi Tenaga Kerja, Kementrian Tenaga Kerja Indonesia,

® Penetapan jenjang Kualifikasi Nasional Bidang Pekegjaan Fiber Optik, Kementrian
Komunikasi dan Informatika.

s  Pedoman BNSP.

VERIFIKASI [7*]

APNATEL

Catatan:

[1*] sesual dengan definisi dalam sistern industry.
[2*]lingkup yang harus dipelihara dan dijaga dalamlingkungan kerja.
[3*] profil Okupasi yang memastikan “employability” dari Clkupasi.
[4¥] tanggungjawab terhadap kesuksesan industry/tempatkerja.

[5*] akan menjadi informasi /embric judul unit kometensi inti.

[6*] akan menjadi informasi/embrio judul unit kometensi pilihan.
[7*] oleh pemangku kepentingan.

Okupasi : Trgo3. SENIOR TEKNISIMONITORING FAULT HANDLING IP DATACOM

Olaupasi: SENIOR TEKNISIMONITORING FAULT HANDLING IP DATACOM

DESKRIPSI Definisi [*)-
Senior teknisimonitoringfault handling ip datacom adalah personil yang memahami
o&M ip datacom, dan memiliki kemampuan fault handlinguntuk memenuhi target
kualitaslayanan dari perangkat ip datacom.
Lingkup bidang Pekerjaan [2*]:
—  Perbaikan dan pemeliharaanlayanan perangkatip data com
— _Support perbaikan dan pemeliharaan saranapendukungip datacom.
Profil [3*]:
—  Berintegritas
—  MengikutiSOP
- Disiplin
— Konsentrasi
—  Mampu telusur
—__ Problemsolving
Tanggungjawab [4]:
—  Memastikan layanan IP DATACOM berfungsi dengan baik
— Menjaga performansi layanan iP DATACOM sesuai SLG/SLA
Wewenang (bilaada):

JENJANG PERSYARATAN MASUK/PERSYARATAN DASAR DAN
JENJANG KARIR (bilaada):
Persyaratan masuk:
— Mempunyai kompetensi telmis FAULT HANDLING JP DATACOM
Jenjang Karir setelah mendapat sertifikasi kompetensi yang dapat ditempuh:
—  Officerfault handling

TUGAS TUGASUTAMA [5*]: Ketersediaan standar (SKKNI,

SKK1,SKK) [6*]

Menghitunglink {LinkBudget) untuk Belum Ada SKKNI
mengevaluasi sistem komunikasi IP.
Bekerjasecara efektif dalam tim. SKKNI- ].612000.007.01
Memberikan petunjul tekniskepadapelanggan. | SKKNI-TIK.PRo1.oog.01
Menerapkan prosedur keselamatan dan SKKNI-T.g70000.002.02

kesehatan kerja di tempat kerja.

Mengukur dan menganalisamenggunakanalat | Belum Ada SKKNI
ukur/Instrumen Dasar IP DAN DATACOMM

TUGAS KHUSUS[6*]:

Memonitor pemenuhan SLG denganpelanggan | SKKNI-].613000.032.02
{MTTI, mttres, mttrec).

Melaksanakan perbaikan gangguan PERANGKAT | Belurmn Ada SKKNI
IP DAN DATACOMM

Melaksanakan Pemeliharaan PerangkatIP DAN | Belum Ada SKKNI
DATACOMM

SIST—— -
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